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WALIKOTA BANJAR 
PERATURAN  WALIKOTA BANJAR 

NOMOR  21 TAHUN 2011 

 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 

TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, 

UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI 

SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BANJAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  

 

WALIKOTA BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kedudukan protokoler dan keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka  perlu dilakukan 

perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, 

Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu 

dilakukan Perubahan terhadap  Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, Wakil Walikota, 

Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang dituangkan dengan 

Peraturan Walikota; 

  

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 07/PMK.05/2008 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap; 

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 

2008  Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN 

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 

WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA 

DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR 
 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur 

Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap 

di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, diubah sebagai berikut :  
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1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan  ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni 

ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 5 

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

terdiri dari : 

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal; 

b. biaya transport pegawai; 

c. Biaya penginapan; 

d. Uang representatif; 

e. Biaya pemetian, pengurusan, mengantarkan/menjemput jenazah. 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 

5 (lima) tingkat, yaitu: 

a. Tingkat B untuk Walikota/Wakil Walikota; 

b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II ; 

c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III /Gol. IV; 

d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III; 

e. Tingkat F untuk PNS Gol II dan I. 

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan 

berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dengan pengaturan sebagai berikut : 

a. Biaya Pemetian /Pengurusan Jenazah dan Pengantaran/ Angkutan Jenazah, 

sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 

b. Uang Representatif sebagaimana tercantum pada Lampiran II; 

c. Biaya Transport  sebagaimana tercantum pada Lampiran III; 

d. Uang Harian, Biaya Penginapan  sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; 

(4) Biaya perjalanan dinas untuk Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dipersamakan dengan tingkat C.  
 

 Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 23 Juli 2011 

 

WALIKOTA BANJAR, 

 

              ttd 

 

HERMAN SUTRISNO.  

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 23 Juli 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

                  ttd 

 

 

YAYAT SUPRIYATNA  

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR    21 SERI E 

 


